
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan 
Daerah - Daerah Tingkatl II di Sulawesi ( Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia 1822 ); 

2. Undang • Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lernbarun Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undaug-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
N9!119f 144, Tarnbahan Lemoaran Negara Republik Indonesja 
Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang 
Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ( Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ); 

Mengingat 

a, b?.hwa berdasarkan Pas?J l.! ay<1t (l) Peraturan Pemerintari 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapaian dan Belanja Negara sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pernerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap dcsa. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pcmbagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap 
Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017. 

Menimbang 

BUPATI KOLAKA, 

TENT ANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
PERATURAN BUPATI KOLAKA 

NOMOR O 2.. TAHUN 2017 



Dalam peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
Pemerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diikuti dan dihormati dalam sistern Pernerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Dana Desa adalah dana yang bers'urnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditansfer rnelalui Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mcmbiayai 
penyelenggaraan pemcrintaha.n, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UM UM 

l'ERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABCPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5864); 

6. Peraturan Presiden Nornor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2017 ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 49 Tahun 2016 teruang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pernantauan dan Evaluasi Dana Desa [Berita Negara Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 478); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ( Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten Kolaka; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nornor 5 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka 
Tahun 2016 Nomor 5 ); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2016 
centang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 
2016 Nornor 8 ); 

Menetapkan 



Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai 
berikut: 

Pasal 5 

Alokasi formula scbagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, 
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kerniskinan, 
luas wilayah, dan lndeks kesulitan geografis yang bersumber dari 
kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang 
mcnyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 4 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi 
jurnlah desa sebagaimana tclah ditetapkan dalarn lampiran 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. 

Pasal 3 

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Kolaka Tahun 
Anggaran 2017 diaJokasikan secara rnerata dan berkeadilan 
berdasarkan: 
a. Alokasi dasar ; dan 
b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatika jumlah 

penduduk, angka kerniskinan, luas wilayah, dan indeks 
kesulitan geografis desa setiap kabupaten. 

Pasal 2 

BAB II 
PENETAPAN R[NCIAN DANA DESA 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggaran Pemerintahan Desa; 

4. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan olch 
Menteri Dalam Negeri; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adaJah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 



(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan 
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum 
Daerah ke Rekening Kas Umurn Desa. 

(2) Pernindahbukuan dari Rekening Kas Urnum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja setelah Dana Desa diterirna di Rekening Kas 
Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah 
terpenuhi, 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bcrtahap: 
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh 

perseratus]; dart 
b. tahap ll pada bulan Agustus sebesar 40% (empat 

puluh perseratus ); 

Pasal 8 

BAB!ll 
PENYALURAN DANA DESA 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 
Kolaka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Kolaka ini. 

Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan data dari kementrian yang berwenang dan/atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 
statistik, 

Pasal6 

W = (0,25 x Zl) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z41 
( DD Kabupaten - AD Kabupaten ) 

Keterangan : 
W = ?ana Desa setiap Desa y"-'.1g . dihitung bcrdasarkanl 

jurnlah penduduk, angka kerniskinan, luas wilayah, ctan·I 
tingkat kesulitan geografis Desa sctiap desa kabupaten 
Kolaka 

Zl = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total 
penduduk desa nasional 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin desa nasional 

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin desa nasional 

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total !KG Kabupaten 
yang memiliki desa 

DD Kabupaten = Pagu Dana Desa Kabupatcn 
AD Kabupaten = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan 

jumlah Desa dalam Kabupaten 



(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 
Tahunan kepada Bupati. 

(2) Penyarnpaian li:1P.Qr1;1,n realisasi penggunaan Dana Pesa 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Tahap I paling lambat minggu kecmpat bulan Juli tahun 

anggaran berjalan; dan 
b. Laporan Rcalisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling 

lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran 
bcrikutnya. 

Pasal 11 

BABY 
PELAPORAN DANA DESA 

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa 
(2) Pemerintah dacrah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa 
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 10 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan tipologi 
desa ( sesuai dengan Peraturan Menteri Dcsa, Pcmbangunan 
Daerah Tertinggal dan 'Transmigrasi] 

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
tidak terrnasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) setelah mendapat 
persetujuan bupati. 

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 
mengenai APBDesa. 

Pasal9 

BABIV 
PE:NGGUNAAN DANA DESA 

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setclah Kepala Desa 
melakukan : 
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan 
b. Laporan realisasi pcnggunaan Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya. 
Kepada bupali palmg lambat minggu kedua bulan Februari. 

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap JI dilakukan setelah kepala 
Desa rnenyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana 
Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa 
tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) 
kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pembcrdayaan Masyarakat 
Desa Kabupaten paling lambat rninggu kedua bulan juli. 



Pada saat peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, maka Peraturan 
Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pernbagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kolaka 
Tahun Anggaran 2016 dan semua ketentua.n pelaksanaannya di 
cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 14 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam 
ha! : 
a. Dokumen sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (4) 

ielah diterirna; dan 
b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam pasaJ 12 ayat (1) berlangsung sarnpai 
dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana 
Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa 
Dana Desa di RKlJD. 

(3) Bupati mernberitahukan kcpada kepala Dcsa yang 
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 
penyalurannya sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
selambat-Iarnbatnya akhir bulan November tahun anggaran 
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 
APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 13 

(1) Bupati mcnunda penyaluran Dana Desa dalam hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (4); 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persenj ; dan/atau 
c. Terdapat usulan dari aparat pcngawas fungsional daerah. 

(2) Pern1nd9.tAfl penyaluran Qana Desa sebagaimana pada ayac(l) 
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I 
tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD 
tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan 
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak 
dilakukan. 

(4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya Iebih besar dari jurnlah Dana Desa yang akan 
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak 
dilakukan. 

(5) Dalam ha! sarnpai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa 
Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa 
yang ditunda sebugaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan 
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap ll. 

Pasal 12 

SAS VI 
SANKS! 



~POITU MURTOPO 

BERTIA DAER/1.H KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR: 0!1. 

v~-- 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal 3 .:;c,nuat1 20 f7 

4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, v 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal 3 .:;on/I'/ 1017 

o/ BUPATI KOLAKA, \J . - . 
1W4 

~ AHMAD~EI, 

Agar setiap orang mengetahui, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 15 



NO NAMA KECAMATAN NAMADESA PAGU DANA DESA 
PER DESA ( Rp ) 

1 2 3 4 

I WUNDULAKO I. TUWUA 786,449,000.00 
2. BE:NDE 779,682,000.00 
3. UNAMENDAA 785,238,000.00 
4. TIKONU 7 82,04 7,000.00 
5. SABIANO 782,763,000.00 

2 POMALAA I. HIJKO·HUKO 800,689,000.00 
2. PELA\1BUA 833,010,000.00 
3. TAM BEA 787,394,000.00 
4. SOP URA 767,394,000.00 
s. PESOUHA 776,245,000.00 
6. TOTO BO 755,188,000.00 
7. OKO-OKO 780,790,000.00 
8. HAKATIJTOBU 788,290,000.00 

3 W ATUBANliGA I. L/\MUNDRE 923,481,000.00 
2. KUKUTIO 825,329,000.00 
' LONGGOSLPI 797,643,000.00 J, 

4. SlJ'.1BER REJEKI 788,204,000.00 
5. PEOHO 807,434,000.00 
6. MATAOSU 780,458,000.00 
7. POLENGA 804,167,000.00 
8. K.ASTURA 782,144,000.00 
9. GUNUNG SARI 782,644,000.00 
10. MATAOSU UJUNG 774,172,000.00 
I I. RANOTETA 813,113,000.00 

4 \VOLO I. DONGGALA 795,845,000.00 
2. ULIJ LAPAO • PAO 779,462,000.00 
3 TOLA WE PONRE W ARU 796, 748,000.00 
4. LAPAO • PAO 835,809,000.00 
5. LANGGOl'vtALI 784,706,000.00 
6. LALONAHA 774,756,000.00 
7. LANA 814,097,000.00 
8. L/\LONGGOPI 781,051,000.00 
9. MUAR.A LAPAO · PAO 821,314,000.00 

10. SAMAENRE 759,010,000.00 
II. I\YOIMOPURO 773,014,000.00 
12. ULURINA 765,655,000.00 

LAMPIRAN : PERATURAN SUPATI KOLAKA 
NOMOR : 0.J. iA W<-tM :lO 17 
TANGGAL : ,3 ,:}AIJu,1>/<t .:1.D/7 
TENT ANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017 



1 2 3 

s BAU LA l. LONGORI 782,977,000.00 
2. PUUBUNGA 784,815,000.00 
3. PUULEMO 780,940,000.00 
4. PUlJBENUA 766,576,000.00 
s. BAU LA 789,774,000.00 
6. PEWUTAA 754,367,000.00 
7. WATALARA 765,315,000.00 
8. PlJUKODA 753,148,000.00 
9. ULIJ BAULA 766,707,000.00 

6 TANGGETADA I. LAMEDA I 757,531,000.00 
2. TANGGETADA 763,281,000.00 
3. PEWISOA JAY A 772,814,000.00 
4. TONDOWOLIO 757,156,000.00 
s. POP ALIA 819,972,000.00 
6. LALONGGOLOSUA 784,236,000.00 
7. l'ETUDUA 754,548,000.00 

8 RAJ IANGGADA 766,205,000.00 
9 PALE.WAI 772,043,000.00 
IO. PUUNDAIPA 752,845,000.00 
11. Ot-.EEHA 767,160,000.00 
12. LAMOIKO 758,521,000.00 
13. TJNGGO 798,376,000.00 

7 SAMATURU I. KONAWEHA 831,176,000.00 
2. KA LO LOA 769,576,000.00 
3. TAM BOLi 819,378,000.00 
4. L.A.MBOLEMO 799, 795,000.00 
s. AMAMOTU 793,455,000.00 
6. LAWULO 783,596,000.00 
7. AWA 785,025,000.00 
8. LATUO 788, 120,000.00 
9. WOWA TAMBOLI 802, 752,000.00 

10. lvlALAHA 781,497,000.00 
11. SANI • SANI 808,506,000.00 
12. lJLU KONA WEHA 803,602,000.00 
l J. PUUTAMBOLI 769,799,000.00 
14. ULA WENG 783,S24,000.00 
15. l'UU LAWULO 768,958,000.00 
16. LIKU 779,168,000.00 
17 M.EURA 758,613,000.00 

8 TOAlU l. TOARI 829,540,000.00 
2. LAKITO 812,967,000.00 
' ANAWUA 798,029,000.00 .). 

4. WO\VOLI 793.483,000.00 
5. RANOJAYA 776,976,000.00 
6. RAJIABJTE zzs.ns.ooo.oo 
7. WONUARAYA 771,690,000.00 
8. RANOSANGlA 800,453,000.00 
9. HORONGKULI 772,558,000.00 

2 



BUPATI KOLAKA 

'1utA- 
AHMA~FEI 

1 2 3 
9 POL!NGGONA }. PUUDONGI 788,067,000.00 

2. PL1\SMA JAY A 766,118,000.00 

3. TANGGEAU 756,844,000.00 
4. WULUNGGERE 775,038,000.00 
5. PONDOUWAE 767,044,000.00 
6. LAMONDAPE 786,165,000.00 

\0 IWOIMENDAA I. TAMBORASL 785,540,000.00 
2. LADAHAI 763,158,000.00 
3. LASIROKU 783,577,000.00 
4. IWOIMENDAA 767,894,000.00 
5. LAMl:lOPLNJ 767,483,000.00 
6. ULUKALO 782,932,000.00 
7. WUNUALAKU 757,517,000.00 
8. LAWOLIA 748,914,000.00 
9 . WATUMELEWE 759,240,000.00 
IO. LANDOULA 754,775,000.00 

78,405,600,000.00 . ' 
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